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Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keseimbangan kesejahteraan masyarakat di tengah kemudahan 

berusaha perlu menjaga lingkungan hidup agar lestari, asri, dan sehat;  

b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 

melalui pengintegrasian untuk mewujudkan pelayanan prima dalam proses persetujuan 

lingkungan dan penguatan pengawasan;  

c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan 

Persetujuan Lingkungan; 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan 

Lingkungan, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/perkembangan 

zaman/perubahan sosial, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan 

Persetujuan Lingkungan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN DAN 

PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN. 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN 

PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN. 

 

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6), 

diubah sebagai berikut: 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Tetap  

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. 

2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha 

dan/atau Kegiatannya. 

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak 

penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai 

prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan   serta   termuat   dalam   

Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam 

bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan 

Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  

6. Penapisan adalah proses penentuan jenis dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh suatu Usaha 

dan/atau Kegiatan.  

7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari 

suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.  

Tetap 
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8. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL 

adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan 

dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.  

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 

sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.  

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan   terhadap   rona   

Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.  

12. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL. 

13. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak Lingkungan Hidup yang merupakan 

hasil pelingkupan. 

14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam 

tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak 

terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen 

Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan. 

17. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat TUKLH adalah tim yang dibentuk oleh 

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kota Yogyakarta untuk melakukan uji 

kelayakan. 

18. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal yang selanjutnya disingkat LPJP Amdal adalah badan hukum yang 

bergerak dibidang jasa penyusunan dokumen Amdal. 

19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang 

tertentu. 

20. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang 

melakukan kegiatan pada bidang tertentu. 

21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 

melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

22. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak 

penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai 

instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. 

23. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak 

tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan 

sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. 

24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan 

Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 
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25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau 

Kegiatan yang mengandung B3.  

26. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Penyimpanan Limbah B3 adalah 

kegiatan menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dengan maksud menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

dihasilkannya.  

27. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas 

Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. 

28. Sistem Perizinan Online adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian dan dikelola oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu melalui aplikasi layanan publik digital yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.  

29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.   

30. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  

31. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

32. Mantri Pamong Praja adalah Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta. 

33. Lurah adalah Lurah di Kota Yogyakarta. 

34. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

35. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. penapisan dokumen Lingkungan Hidup; 

b. Persetujuan Lingkungan; 

c. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3; 

d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan  

e. pendanaan. 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: 

a. penapisan dokumen Lingkungan Hidup; 

b. Persetujuan Lingkungan dan perubahan Persetujuan Lingkungan; 

c. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3; 

d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan 

e. pendanaan. 
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BAB II 

PENAPISAN 

Tetap 

 

 

 2. Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Hidup wajib memiliki dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi 

Pemerintah kepada Perangkat  Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

melalui Sistem Perizinan Online.  

(3) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  

a. Amdal; 

b. UKL-UPL; atau  

c. SPPL.  

(4) Untuk menentukan jenis dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha atau 

Instansi Pemerintah melakukan penapisan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha atau 

Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online. 

(3) Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. Amdal; 

b. UKL-UPL; atau 

c. SPPL. 

(4) Untuk menentukan jenis dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku 

Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan penapisan. 

(5) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah harus memiliki SPPL dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan 

berupa: 

a. pendirian menara; 

b. pendirian tiang microcell; 

c. pendirian konstruksi reklame, 

d. pemasangan kabel fiber optik; 

e. pemeliharaan jembatan dan jalan; 

f. pemeliharaan saluran drainase atau irigasi; 

g. pemeliharaan saluran air limbah; atau 

h. pemasangan perkerasan jalan lingkungan. 

(6) Pendirian menara, pendirian tiang microcell, dan pendirian konstruksi reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c baik yang berdiri sendiri atau melekat pada bangunan. 

 

Pasal 4 

 

(1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha atau 

Instansi Pemerintah.  

(2) Dalam hal tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dapat 

mengajukan permohonan telaah penapisan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

 

Tetap 
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Pasal 5 

 

(1) Selain untuk menentukan jenis dokumen Lingkungan Hidup, penapisan dilakukan untuk menentukan persetujuan 

teknis.  

(2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pemenuhan baku mutu air limbah; 

b. pemenuhan baku mutu emisi; dan 

c. pengelolaan Limbah B3.  

(3) Ketentuan mengenai pengajuan dan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 

Tetap 

Pasal 6 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dengan:  

a. mengisi ringkasan penyajian informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan; atau  

b. mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan untuk rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.  

(2) Ringkasan penyajian informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau penyajian informasi lingkungan 

untuk rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Tetap 

Pasal 7 

 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menelaah penapisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan berpedoman pada: 

a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; 

b. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL; dan 

c. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki persetujuan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Tetap 

Pasal 8 

 

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung yang 

secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dapat dikecualikan dari wajib Amdal 

setelah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan Kawasan Lindung. 

(2) Kawasan Lindung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kawasan cagar budaya; dan 

Tetap 
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b. sempadan sungai. 

(3) Penetapan pengecualian wajib Amdal pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 

(4) Penetapan pengecualian wajib Amdal pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. 

(5) Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib UKL-

UPL. 

(6) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas bangunan kurang dari 300 m2 (tiga 

ratus meter persegi) wajib SPPL kecuali Usaha dan/atau Kegiatan tertentu. 

(7) Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 9 

 

(1) Dalam hal hasil telaah penapisan yang mewajibkan memiliki persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c menyatakan Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 tidak wajib memiliki 

persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3, maka Pelaku Usaha wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. 

(2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi: 

a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha 

dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau 

b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil Limbah 

B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL. 

(3) Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan ketentuan 

memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan atau standar 

Penyimpanan Limbah B3 kegiatan pemerintah yang wajib SPPL.  

(4) Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:  

a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup; 

b. memiliki lantai kedap air; 

c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3; 

d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik; 

e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan; 

f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau 

pengangkutan; dan 

g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. 

 

 

 

Tetap 
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 3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

 

(1) Penapisan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan penapisan sepanjang informasi yang 

dibutuhkan telah terpenuhi.  

(2) Hasil telaah atas penapisan Usaha dan/atau Kegiatan dibuat dalam surat tanggapan yang ditandatangani oleh 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

 

Pasal 10 

(1) Penapisan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan 

Penapisan sepanjang informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi. 

(1a)  Dalam hal permohonan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan 

pengecualian Amdal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup melaksanakan Penapisan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penetapan 

pengecualian Amdal. 

(2) Hasil telaah atas Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan dibuat dalam surat tanggapan yang 

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup. 

 

 4. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

BAB III 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

BAB III 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN SERTA 

PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

 

Bagian Kesatu 

Amdal 

 

Tetap 

Pasal 11 

 

(1) Dalam hal rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dinyatakan wajib memiliki Amdal, Pelaku Usaha atau Instansi 

Pemerintah mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

(2) Permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Amdal 

yang terdiri atas: 

a. Formulir Kerangka Acuan; 

b. Andal; dan 

a. RKL-RPL. 

(3) Pengajuan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan 

Amdal dan uji kelayakan Amdal. 

(4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan: 

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan; 

b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;  

Tetap 
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c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan  

d. penilaian Andal dan RKL-RPL.  

(5) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan penilaian Andal dan 

RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal. 

 

Pasal 12 

 

(1) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengumuman 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik.  

(2) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik dilakukan oleh:  

a. Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah; dan 

b. TUKLH.  

(3) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui media massa dan/atau pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.  

(4) TUKLH melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau website Pemerintah Daerah. 

 

Tetap 

Pasal 13 

 

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengumuman 

dipublikasikan.  

(2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TUKLH 

dan/atau Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.  

(3) TUKLH menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) untuk memilah masukan yang relevan. 

 

Tetap 

Pasal 14 

 

(1) Hasil pelibatan masyarakat melalui konsultasi publik dituangkan dalam berita acara konsultasi publik yang dibuat 

oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah pada akhir pelaksanaan konsultasi publik. 

(2) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelaku Usaha atau 

Instansi Pemerintah, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, Lurah dan Mantri Pamong Praja setempat. 

(3) Berita acara konsultasi publik yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh 

Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Lingkungan Hidup untuk memilah masukan yang relevan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan. 

 

 

Tetap 
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Pasal 15 

 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyampaikan 

masukan yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah 

sebelum dilakukannya pengisian Formulir Kerangka Acuan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.   

 

Tetap 

Pasal 16 

 

Ketentuan mengenai teknis pelibatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Tetap 

Pasal 17 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan pengisian dan pengajuan Formulir Kerangka Acuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan Formulir Kerangka Acuan disampaikan kepada TUKLH melalui 

Sistem Perizinan Online.  

(3) Pengisian Formulir Kerangka Acuan berpedoman pada format Formulir Kerangka acuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Tetap 

Pasal 18 

 

Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

minimal melampirkan: 

a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

b. NIB untuk usaha yang wajib memiliki; 

c. keabsahan tanda bukti registrasi LPJP Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP 

Amdal; 

d. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; 

e. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

f. hasil pelibatan masyarakat; dan 

g. peta lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. 

 

Tetap 

Pasal 19 

 

(1) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4) huruf b 

dilaksanakan oleh TUKLH melalui rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan.  

Tetap 
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(2) Jangka waktu pemeriksaan dan persetujuan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dinyatakan lengkap.  

(3) TUKLH membuat berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan terhadap Formulir Kerangka Acuan yang 

telah disetujui dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan ditandatangani oleh Ketua TUKLH, Pelaku Usaha atau 

Instansi Pemerintah dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Lingkungan Hidup. 

 

Pasal 20 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah menyusun dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf b berdasarkan Formulir Kerangka Acuan yang telah disetujui.  

(2) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah menyusun dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf c berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi berdasarkan 

kategori Usaha dan/atau Kegiatan dengan berpedoman pada pedoman penyusunan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak 

Formulir Kerangka Acuan disetujui sampai dengan dinyatakan lengkap secara administrasi dilakukan dalam 

jangka waktu:  

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari; 

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari; dan 

c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) Hari. 

 

Tetap 

Pasal 21 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada TUKLH sesuai dengan 

kewenangannya.  

(2) Dalam hal belum tersedia sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pengajuan dokumen Andal dan RKLRPL disampaikan kepada TUKLH melalui Sistem Perizinan Online. 

(3) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi 

dengan persetujuan teknis sesuai hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.  

(4) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan bersamaan dengan dokumen 

Andal dan dokumen RKL-RPL. 

 

 

 

Tetap 
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Pasal 22 

 

(1) TUKLH melakukan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) huruf b dan huruf c. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: 

a. penilaian administrasi; 

b. penilaian substansi; dan 

c. penilaian uji kelayakan Lingkungan Hidup. 

 

Tetap 

Pasal 23 

 

(1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang; 

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. persetujuan teknis dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3; 

d. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; 

e. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, dalam hal penyusunan dokumen 

Andal dan dokumen RKL-RPLdilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan 

f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen 

Andal dan dokumen RKL-RPL. 

(2) TUKLH memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administrasi 

dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan 

Hidup atau melalui Sistem Perizinan Online berdasarkan hasil penilaian administrasi. 

(3) Dalam hal hasil penilaian administrasi dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan Persetujuan Lingkungan 

dikembalikan ke Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. 

 

Tetap 

Pasal 24 

 

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. uji tahap proyek; 

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan 

c. persetujuan teknis dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3. 

(2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung 

sejak dokumen Andal dan RKL-RPLdinyatakan lengkap secara administrasi. 

(3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

Tetap 
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Pasal 25 

 

(1) Penilaian uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang; 

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan; 

d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, 

ekonomi, budaya. tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan 

pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;  

e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan 

saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang 

bersifat negatif;  

f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab 

dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang 

direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;  

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic 

view);  

h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang 

merupakan:  

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species); 

2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau  

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);  

i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah 

berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau  

j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.  

(2) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penilaian uji kelayakan 

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dilakukan paling lama 

50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian 

administrasi.  

(3) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh 

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.  

(4) Jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.  

Tetap 
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(5) Penilaian uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 26 

 

(1) TUKLH menyampaikan rekomendasi kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan hasil penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau  

b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.  

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam 

menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.  

(4) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil 

uji kelayakan diterima.  

(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Tetap 

Bagian Kedua 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

 

Tetap 

Pasal 27 

 

(1) Dalam hal rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dinyatakan wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha atau Instansi 

Pemerintah mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen 

Lingkungan Hidup. 

(2) Permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Formulir UKL-

UPL. 

(3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: 

a. NIB untuk usaha yang wajib memiliki; 

b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau persetujuan bangunan gedung atau istilah lain yang 

dipersamakan; 

c. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

d. akta pendirian badan hukum/badan usaha/lembaga/yayasan/ormas untuk non perorangan; 

Tetap 
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e. keputusan pengangkatan untuk pimpinan Instansi Pemerintah; 

f. surat telaah penapisan, surat tanggapan, berita acara pengawasan dan/atau sanksi administrasi; 

g. untuk Pelaku Usaha yang bukan pimpinan perusahaan ditunjukkan dengan keputusan pengangkatan; 

h. bukti kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan terdiri atas: 

1. sertifikat tanah;  

2. akta sewa menyewa; dan/atau  

3. surat kerelaan. 

i. peta pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan 

j. persetujuan teknis dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3. 

(4) Dalam hal Formulir UKL-UPL belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengajuan Formulir UKL-UPL disampaikan kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online. 

(5) Format Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 28 

 

(1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan melalui tahapan: 

a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;  

b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan Formulir UKL-UPL; dan 

c. penerbitan persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(2) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. pemeriksaan administrasi; dan  

b. pemeriksaan substansi. 

 

Tetap 

Pasal 29 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melaksanakan pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (1) huruf a dalam bentuk: 

a. pertemuan atau sosialisasi dengan masyarakat sekitar; dan/atau 

b. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan oleh masyarakat secara tertulis dan/atau lisan. 

(2) Pertemuan atau sosialisasi dengan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib 

melibatkan: 

a. masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

b. masyarakat yang terkena dampak langsung dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

c. wakil dari lembaga pemberdayaan masyarakat kota setempat, diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua 

rukun warga, lurah dan mantri pamong praja setempat. 

Tetap 
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(3) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah membuat notulen dan/atau berita acara hasil pertemuan atau sosialisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan wajib 

diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah dan mantri pamong praja setempat. 

(4) Dalam hal hasil pertemuan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hal yang perlu 

ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka dapat disahkan oleh notaris. 

(5) Pelibatan masyarakat dalam bentuk penyampaian saran, pendapat dan tanggapan oleh masyarakat secara tertulis 

dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi 

Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

dengan menyertakan identitas pribadi yang jelas. 

 

Pasal 30 

 

(1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan 

kelengkapan:  

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang;  

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. persetujuan teknis; dan 

d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian.  

(2) Jika hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, diterbitkan tanda 

terima kelengkapan administrasi melalui Sistem Perizinan Online.  

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan 

Pengumuman Permohonan Persetujuan Lingkungan dan undangan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir 

UKLUPL setelah diterbitkan tanda terima kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Dalam hal hasil penilaian administrasi dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan Persetujuan Lingkungan 

dikembalikan ke Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. 

 

Tetap 

Pasal 31  

 

(1) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian 

standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis 

dampak lingkungan hidup yang terjadi.  

(2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi pemeriksaan 

Formulir UKL-UPL.  

(3) Rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 

5 (lima) Hari terhitung sejak diterbitkan tanda terima kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2).  

(4) Hasil rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:  

Tetap 
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a. tidak terdapat perbaikan; atau  

b. perlu dilakukan perbaikan. 

 

Pasal 32 

 

(1) Dalam hal hasil rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL dinyatakan tidak terdapat perbaikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (4) huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.  

(2) Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah 

untuk diperbaiki. 

 

Tetap 

Pasal 33 

 

(1) Hasil perbaikan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diserahkan kepada 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup paling lama 5 

(lima) Hari sejak rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL.  

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan Formulir UKL-UPL diterima oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.  

(4) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai bahan 

pertimbangan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu.  

(5) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diumumkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu. 

(6) Dalam hal: 

a. perbaikan Formulir UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah telah melebihi 

batas waktu yang ditetapkan; atau  

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, 

Tetap 
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Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menolak dan 

mengembalikan permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Pelaku 

Usaha atau Instansi Pemerintah melalui Sistem Perizinan Online. 

 

Bagian Ketiga 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

 

Tetap 

Pasal 34 

 

(1) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan 

Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL. 

(2) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam NIB. 

(3) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi 

dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.  

(4) Dalam hal formulir SPPL sebagai syarat untuk mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung, Pelaku 

Usaha mengajukan permohonan persetujuan SPPL melalui Sistem Perizinan Online. 

 

Tetap 

 

 

5. Di antara ayat (3) dan ayat (4) dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni 

ayat (3a) dan ayat (6a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

 

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Instansi Pemerintah melakukan pengajuan 

SPPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.  

(2) Dalam hal pengajuan SPPL belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Instansi Pemerintah 

mengajukan SPPL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online.  

(3) Pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi: 

a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

b. uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. akta pendirian badan hukum/badan usaha/lembaga/yayasan/ormas untuk non perorangan; 

d. keputusan pengangkatan untuk pimpinan Instansi Pemerintah; 

e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau persetujuan bangunan gedung atau istilah lain yang 

dipersamakan; 

f. izin usaha untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah operasional; 

Pasal 35 

 

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Instansi Pemerintah melakukan 

pengajuan SPPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam hal pengajuan SPPL belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) 

atau Instansi Pemerintah mengajukan SPPL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online. 

(3) Pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi: 

a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

b. uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. akta pendirian badan hukum/badan usaha/lembaga/yayasan/ormas untuk non perorangan; 

d. keputusan pengangkatan untuk pimpinan Instansi Pemerintah; 

e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau persetujuan bangunan gedung atau istilah lain 

yang dipersamakan; 

f. izin usaha untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah operasional; 
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g. gambar teknis bangunan: denah lokasi, site plan, denah bangunan, denah jaringan sanitasi air bersih dan air 

kotor, denah jaringan drainase dan sumur peresapan air hujan; 

h. foto tampak depan dan sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

i. bukti sosialisasi kepada masyarakat bermaterai yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, 

lurah dan mantri pamong praja setempat untuk kegiatan: 

1. minimarket; 

2. shiatsu; 

3. reflexology; 

4. spa; 

5. panti pijat; 

6. mandi uap; 

7. pusat kebugaran; 

8. kafe dengan live musik; 

9. klub malam; dan 

10. penginapan/wisma/guesthouse/homestay, dan sejenisnya. 

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup memberi tanda 

terima pengajuan SPPL melalui Sistem Perizinan Online apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) telah lengkap. 

(5) Dalam hal pengajuan SPPL memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya, dapat 

dilakukan cek lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup. 

(6) Formulir pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) beserta syarat 

permohonannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

(7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

memberikan persetujuan SPPL paling lama 4 (empat) Hari sejak tanda terima pengajuan SPPL melalui Sistem 

Perizinan Online. 

 

g. gambar teknis bangunan: denah lokasi, site plan, denah bangunan, denah jaringan sanitasi air bersih 

dan air kotor, denah jaringan drainase dan sumur peresapan air hujan; 

h. foto tampak depan dan sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

i. bukti sosialisasi kepada masyarakat bermeterai yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua 

rukun warga, lurah, dan mantri pamong praja setempat untuk kegiatan: 

1. minimarket; 

2. shiatsu; 

3. reflexology; 

4. spa; 

5. panti pijat; 

6. mandi uap; 

7. pusat kebugaran; 

8. kafe dengan live musik; 

9. klub malam; dan 

10. penginapan/wisma/guesthouse/homestay, dan sejenisnya. 

(3a)   Pengajuan permohonan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri 

persyaratan sebagai berikut: 

a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

b. akta pendirian dan akta perubahan terakhir badan hukum/badan usaha; 

c. NIB; 

d. untuk pimpinan penyedia menara, penyedia tiang microcell, atau penyelenggara reklame di Daerah 

menyertakan keputusan atau surat kuasa pengangkatan selaku penanggung jawab; 

e. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau istilah lain yang dipersamakan; 

f. denah lokasi, site plan dan gambar teknis; 

g. foto tampak depan dan sekitar lokasi; dan 

h. bukti pemberitahuan kepada lurah setempat. 

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup memberi 

tanda terima pengajuan SPPL melalui Sistem Perizinan Online apabila persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) telah lengkap. 

(5) Dalam hal pengajuan SPPL memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya, dapat 

dilakukan cek lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup. 

(6) Formulir pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) beserta syarat 

permohonannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

(6a)  Formulir pengajuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) tercantum dalam Lampiran IVA yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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(7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

memberikan persetujuan SPPL paling lama 4 (empat) Hari sejak tanda terima pengajuan SPPL melalui 

Sistem Perizinan Online. 

 

 6. Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 

(2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah untuk Kegiatan yang wajib SPPL melakukan pelibatan masyarakat dalam 

bentuk persetujuan tetangga yang berbatasan langsung. 

(2) Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan Lurah. 

(3) Jenis Kegiatan wajib SPPL yang berupa minimarket, shiatsu, reflexology, spa, panti pijat, mandi uap, pusat 

kebugaran, kafe dengan live musik, klub malam, penginapan/wisma/guest house/homestay, dan sejenisnya wajib 

melaksanakan pelibatan masyarakat dalam bentuk pertemuan atau sosialisasi sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29. 

 

Pasal 36 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah untuk Kegiatan yang wajib SPPL melakukan pelibatan 

masyarakat dalam bentuk persetujuan tetangga yang berbatasan langsung. 

(2) Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), harus diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan lurah. 

(2a)   Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan berupa: 

a. pendirian menara; 

b. pendirian tiang microcell; 

c. pendirian konstruksi reklame; 

d. pemasangan kabel fiber optik; 

e. pemeliharaan jembatan dan jalan; 

f. pemeliharaan saluran drainase atau irigasi; 

g. pemeliharaan saluran air limbah; atau 

h. pemasangan perkerasan jalan lingkungan, 

  Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan pelibatan masyarakat dalam bentuk  pemberitahuan 

kepada lurah setempat. 

(2b)   Pemberitahuan kepada lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dalam bentuk formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

(3) Jenis Kegiatan wajib SPPL yang berupa minimarket, shiatsu, reflexology, spa, panti pijat, mandi uap, 

pusat kebugaran, kafe dengan live musik, klub malam, penginapan/wisma/guest house/homestay, dan 

sejenisnya wajib melaksanakan pelibatan masyarakat dalam bentuk pertemuan atau sosialisasi sesuai 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 
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Bagian Keempat 

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Tetap 

Pasal 37 

 

(1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sudah operasional sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memenuhi kriteria: 

a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah 

mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen DELH 

atau DPLH. 

(3) Dokumen DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: 

a. NIB untuk usaha yang wajib memiliki; 

b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau persetujuan bangunan gedung atau istilah lain yang 

dipersamakan; 

c. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

d. akta badan hukum/badan usaha/lembaga/yayasan/ormas untuk pelaku usaha non perorangan atau peraturan 

perundang-undangan tentang pembentukan lembaga untuk Instansi Pemerintah; 

e. keputusan pengangkatan untuk Pimpinan Instansi Pemerintah; 

f. surat telaah penapisan, surat tanggapan, berita acara pengawasan dan/atau sanksi administrasi kewajiban 

menyusun DELH atau DPLH; 

g. untuk Pelaku Usaha yang bukan pimpinan perusahaan ditunjukkan dengan keputusan pengangkatan; 

h. bukti kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (sertifikat tanah, akta sewa menyewa, dan/atau surat kerelaan); 

i. peta pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan 

j. Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. 

(4) Dalam hal penanggung jawab Kegiatan bukan Pimpinan Pelaku Usaha atau Kepala Instansi Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menunjukkan Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan. 

(5) Dalam hal dokumen DELH atau DPLH belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan dokumen DELH atau DPLH disampaikan kepada Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan 

Online. 

(6) Format dokumen DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Tetap 
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Pasal 38 

 

(1) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan melalui tahapan: 

a. penyusunan dan pengajuan dokumen DELH atau DPLH; 

b. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap Usaha dan/atau Kegiatan; 

c. penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH; dan 

d. penerbitan persetujuan DELH atau persetujuan DPLH. 

(2) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. pemeriksaan administrasi; dan 

b. pemeriksaan substansi. 

 

Tetap 

Pasal 39 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup melaksanakan pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

huruf b dengan cara menyampaikan pengumuman permohonan Persetujuan Lingkungan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan 

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi: 

a. Usaha dan/atau Kegiatan serta evaluasi dampak lingkungannya; dan 

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. 

(4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, 

dan tanggapan. 

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pelaku 

Usaha atau Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup dengan menyertakan identitas pribadi yang jelas. 

(6) Penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Tetap 

Pasal 40 

 

(1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan 

kelengkapan: 

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang; 

b. Persetujuan Teknis; dan 

Tetap 



 
Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan DIY/Ilmia Dewianalisna                                                                                                                                                                                                                                                                                24 

 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan 

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023  

Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan 

 

c. kesesuaian isi dokumen dengan pedoman penyusunan DELH atau DPLH. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, diterbitkan 

tanda terima kelengkapan administrasi melalui Sistem Perizinan Online. 

(3) Dalam hal tanda terima kelengkapan administrasi melalui Sistem Perizinan Online diterbitkan, Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan Pengumuman 

Permohonan Persetujuan Lingkungan dan undangan rapat koordinasi penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH. 

(4) Dalam hal hasil penilaian administrasi dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan Persetujuan Lingkungan 

dikembalikan ke Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melalui Sistem Perizinan Online. 

 

Pasal 41 

 

(1) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian 

rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis dampak 

lingkungan hidup yang telah terjadi. 

(2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi penilaian DELH 

atau pemeriksaan DPLH. 

(3) Rapat koordinasi penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk penilaian DELH; dan 

b. dilakukan paling lama 5 (lima) Hari untuk pemeriksaan DPLH, terhitung sejak diterbitkan tanda terima 

kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). 

 

Tetap 

Pasal 42 

 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan 

penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sesuai kewenangannya melalui rapat koordinasi. 

(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara yang memuat informasi: 

a. DELH atau DPLH diterima; atau 

b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan. 

(3) Dalam hal berita acara yang memuat informasi DELH atau DPLH diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a menjadi dasar penyusunan rekomendasi persetujuan DELH atau DPLH. 

(4) Rekomendasi persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan 

pertimbangan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

(5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan 

Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah. 

(6) Dalam hal berita acara memuat informasi DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan perbaikan. 
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(7) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan perbaikan: 

a. paling lama 50 (lima puluh) Hari untuk DELH; dan 

b. paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk DPLH, sejak DELH atau DPLH diterima dan dinyatakan lengkap oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

(8) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan: 

a. Persetujuan DELH paling lama 10 (sepuluh) Hari; dan 

b. Persetujuan DPLH paling lama 2 (dua) Hari,  

sejak rekomendasi persetujuan DELH atau DPLH diterima. 

 

 7. Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian bab yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 Bagian Kelima 

Perubahan Persetujuan Lingkungan 

 

 8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 

42D, dan Pasal 42E sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 42A 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang telah memperoleh: 

a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; 

b. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau 

c. persetujuan DELH atau DPLH, wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha 

dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan. 

(2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: 

a. perubahan Persetujuan Lingkungan disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup 

baru; atau 

b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan 

Hidup baru. 

(3) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. 

(4) Dalam hal sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 

tersedia, pengajuan perubahan Persetujuan Lingkungan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui Sistem Perizinan Online. 

 

 Pasal 42B 
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Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Persetujuan Lingkungan dengan 

kewajiban menyusun Amdal baru. 

 

 Pasal 42C 

 

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Persetujuan 

Lingkungan dengan kewajiban menyusun UKL-UPL baru. 

 

 Pasal 42D 

 

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan 

Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun DELH atau DPLH baru. 

 

 Pasal 42E 

 

(1) Persyaratan pengajuan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A 

ayat (2) huruf b harus melampirkan: 

a. surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; 

b. Persetujuan Lingkungan, izin lingkungan yang telah dimiliki, dan/atau dokumen lingkungan yang 

dimiliki; 

c. ringkasan informasi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 

d. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

e. NIB untuk usaha yang wajib memiliki; 

f. surat keputusan pengangkatan penanggung jawab usaha baru atau akta pendirian perseroan dan akta 

perubahan terakhir perseroan untuk perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau 

Kegiatan; 

g. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat untuk perubahan wilayah administrasi 

pemerintahan; 

h. matrik yang menunjukkan perubahan pengelolaan dan pemantauan untuk perubahan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan hidup; 

i. surat kelayakan operasional Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dimiliki untuk Usaha dan/atau 

Kegiatan yang memiliki surat kelayakan operasional Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari 

Persetujuan Lingkungan yang dimiliki; 

j. siteplan terbaru untuk penciutan atau pengurangan luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; 
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k. hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup untuk perubahan 

dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan 

Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup; dan/atau 

l. Izin pengelolaan Limbah B3 atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 untuk penyimpanan 

Limbah B3. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

menerbitkan rekomendasi perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A 

ayat (2) huruf b paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan diterima. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu untuk menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan. 

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka: 

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan 

Hidup menerbitkan telaah atas permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; dan 

b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat tanggapan perubahan Persetujuan 

Lingkungan. 

 

BAB IV 

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

Tetap 

 

Pasal 43 

 

(1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disatukan dengan pengajuan permohonan Persetujuan 

Lingkungan. 

(2) Permohonan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 

dokumen rincian teknis Penyimpanan Limbah B3. 

(3) Dokumen rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: 

a. kartu tanda penduduk Pelaku Usaha atau pimpinan Instansi Pemerintah; 

b. NIB untuk usaha yang wajib memiliki; 

c. Persetujuan Lingkungan/izin lingkungan, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, 

atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan; 

d. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (jika ada); dan 

e. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga pengelola Limbah B3 yang memiliki kompetensi dan berizin. 

(4) Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan; 

Tetap 
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b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3; 

c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; 

d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan 

e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3. 

(5) Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 44 

 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerima rincian 

teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan 

verifikasi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima. 

(3) Hasil verifikasi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 

a. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dinyatakan sesuai; atau 

b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dinyatakan tidak sesuai. 

(4) Dalam hal rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a, maka rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan. 

(5) Dalam hal rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, maka Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan perbaikan. 

(6) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk 

diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan. 

 

Tetap 

 

BAB V 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN 

 

Tetap 

 

Pasal 45 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Bidang yang berwenang dalam perencanaan dan 

pengendalian Lingkungan Hidup berkaitan dengan ketugasannya dalam menerima, menilai atau memeriksa 

permohonan Persetujuan Lingkungan dan SPPL. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyusun 

laporan penerbitan rekomendasi Persetujuan Lingkungan dan penerimaan SPPL. 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 

menyampaikan laporan penerbitan rekomendasi Persetujuan Lingkungan dan penerimaan SPPL kepada Walikota 

setiap akhir tahun. 

Tetap 
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(4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu menyusun laporan penerbitan Persetujuan Lingkungan. 

(5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan laporan penerbitan Persetujuan Lingkungan kepada Walikota setiap 

akhir tahun. 

 

BAB VI 

PENDANAAN 

 

Tetap 

 

Pasal 46 

 

(1) Pendanaan Persetujuan Lingkungan terdiri atas: 

a. pendanaan operasional TUKLH; 

b. biaya penyusunan dokumen Lingkungan Hidup; dan 

c. biaya pelaksanaan rapat koordinasi penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup. 

(2) Pendanaan operasional Kegiatan untuk TUKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas: 

a. pembiayaan honorarium bagi TUKLH; 

b. biaya administrasi persuratan; dan 

c. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh TUKLH. 

(3) Biaya penyusunan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada 

Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. 

(4) Biaya pelaksanaan rapat koordinasi penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana 

pada ayat (1) huruf c dibebankan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. 

(5) Besaran biaya pelaksanaan rapat koordinasi penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup 

sebagaimana pada ayat (4) sesuai dengan kemampuan Pelaku Usaha atau anggaran yang disediakan oleh Instansi 

Pemerintah. 

(6) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (4) merupakan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah 

melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan kecil tersebut 

dapat memberikan bantuan biaya penyusunan dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Biaya pelaksanaan penerimaan SPPL dibebankan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. 

 

 

 

 

 

Tetap 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Tetap 

 

 

 

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 47 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Pasal 7A ayat (2) sampai dengan ayat (8), Lampiran 

I, dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi 

(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 48 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 20 Januari 2023 

 

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

                          

                           ttd 

                   

                     SUMADI 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 18 Januari 2024 

 

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

SINGGIH RAHARJO 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 20 Januari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

                                       

                                   ttd 

                       

                AMAN YURIADIJAYA 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

Pada tanggal 20 Januari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

Ttd 

 

AMAN YURIADIJAYA 
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BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6 BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6 

  

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 

6 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN 

PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

 

Tetap 

 

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN 

 

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya 

rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Amdal, maka Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah wajib 

mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut: 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 

6 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN 

PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Tetap 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 

6 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN 

PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Tetap 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 

6 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN 

PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Tetap 
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 LAMPIRAN IVA 

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  

NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN DAN 

PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 
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LAMPIRAN VI  

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 

6 TAHUN 2023 

TENTANG  

PEDOMAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN 

PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Tetap 
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PERMOHONAN DAN 

PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Tetap 
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